Menimbang

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Utara;

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera  Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Menetapkan

o

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 32);

6. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubermnur Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN
TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



sehiguuimuna dimaksud  dalam Undang Undang  Dasar

Nepara Repubhik Indonesin Talhian 1945;
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Pemerintah - Dacrah adaluh - Gubernur  seboapai unsur

penyelenpgarn pemerintahan  daerah yang  memimpin

peluksanaan urusan pemerintahan yang  menjadi

kewenangan daerah otonom;

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

[

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utarng
6. Sckretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekduprovsu
adalah Sckretans Daernh Provinsi Sumatera Utara;
Dinas adalah Dinas Provinsi Sumatera Utara;
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga
teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat
UPT;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jubatan
fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki
keahlinn atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan
tugas serta personilnya ditetapkan dengan  Peraturan
Gubernur sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB Il
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2
(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan
urusan lingkungan hidup yang menjadi  kewenangan
provinsi dibidang administrasi umum, pengkajian tata
lingkungan, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan
beracun,  persampahan, pengendalian  pencemaran
lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, penaatan dan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan tugas-tugas

dekonsentrasi dan pembantuan;
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(2) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggaraan fungsi :

da.

penyelenggaraan  perumusan kebijakan perencanaan
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis,
pengendalian  pencemaran  dan/atau  kerusakan
lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah
bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan
terhadap izin lingkungan, ijin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup
tugasnya;

penyelenggaraan kebijakan perencanaan lingkungan
hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya
beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin
lingkungan ijin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan perencanaan
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis,
pengendalian pencemaran  dan/atau kerusakan
lingkungan hidup, keanekaragaman hayati,limbah bahan
berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan
terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan
pengelolaaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup
tugasnya,

penyelenggaraan administrasi perencanaan lingkungan
hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya
beracun pembinaan dan pengawasan terhadap ijin
lingkungan, ijin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tuganya;
penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

da.

menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup;

menyelenggarakan dan memimpin, membina,
mensinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi
Dinas;

menyelenggarakan penetapan beban kerja dan rencana
kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan
nasional dan pembangunan Daerah;

menyelenggarakan penetapan program kerja dan
rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan
pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan
pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan
kebijakan Pemerintahan Daerah;

menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan
pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup;
menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan program, tata lingkungan, pengelolaan
bahan limbah berbahaya dan beracun, persampahan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan
hidup;

menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan
rekomendasi mengenai lingkungan hidup sebagai bahan
penctapan kebijakan umum pemerintah dacrah;
menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan;
menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Dinas;

menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-
tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi
kesekretariatan, tata lingkungan, pengelolaan bahan
limbah berbahaya dan beracun, persampahan,
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pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan
hidup;

menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan
hidup;

menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi/Lembaga
Lingkungan Hidup lintas Kab/Kota;

menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit
Pelaksana Teknis Dinas;

menyelenggarakan hubungan koordinasi dengan Unit
Kerja lain;

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur,
sesual dengan tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur
melalui  Sekretaris Daerah, sesuali standard yang
ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a.
b.

C.

= ;o m
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k.

L

Sekretariat;

Bidang Tata Lingkungan;

Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun, dan Persampahan;

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup;

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup;

UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;

UPT Laboratonum Lingkungan;

UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut;

UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;

UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli;
UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik;

UPT Pengendalian Perubahan Iklim;

m. Kelompok Jabatan Fungsional.

S —



Bagian Kedua

Sckretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bagian

umum dan kepegawaian, bagian keuangan dan bagian

program, akuntabilitas dan informasi publik.

(2) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan
fungsi:
a.

penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup
sekretanat;

penvelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat
struktural pada lingkup sekretariat meliputi umum,
kepegawaian, keuangan, program, serta pelayanan
UITILITL

penyelenggaraan  penyusunan  program  kegiatan
lingkup sekretarniat;

penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan,
umum, kepegawaian dan pelayanan umum, serta
pembinaan SDM lingkungan sesuai ketentuan dan
standar yang ditetapkan;

penyelenggaraan  koordinasi  penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah dan tahunan serta
rencana strategis Dinas, sesuai ketentuan dan standar
yang ditetapkan,

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
penyelenggaraan pemberian masukan yang dibutuhkan
kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan
fungsinya;

penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas

sesuai standar yang ditetapkan,



(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program
kerja Sekretaniat, Bidang-bidang dan pembinaan Unit
Pelaksana Teknis Dinas;

b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi
perencanaan dan program Dinas;

c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan program
kesekretariatan;

d. menyelenggarakan  pengelolaan dan  pembinaan
administrasi keuangan;

e. menyelenggarakan pengkajian Anggaran Belanja;

f. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran
belanja;

g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

h. menyelenggarakan pembinaan SDM lingkungan;

i. menyelenggarakan  pengkoordinasian  penyusunan
rencana strategis, Laporan Kinerja (LK), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan
Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;

j. menyelenggarakan penatausahaan,kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah
dinas, kearsipan, pentelekomunikasian dan
persandian;

l. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan

pelayanan minimal;

m. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan,
penataan, pembinaan dan pengelolaan unsur rumah

tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;

n. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan,

pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan

ml’\llllnwillfl"
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p.

menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan;

kantor

menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan

jabatan fungsional;

. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan,

evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di

lingkungan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan Unit Kerja

terkait;

menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal

Dinas;

. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wuraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan

Informasi Publik.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas :

4a.

melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi
untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretanat;

melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja
Sekretariat dan Sub Bagian Umum;

melaksanakan penyusunan dan pengolahan data

kepegawaian;
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melaksanakan  penyiapan  dan  pengusulun  kenaikan

pangkat, kenanikan gaji berkala dan pensiun pegawai,
peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan,
serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin
pegawai;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier
dan mutasi serta pemberhentian pegawai,

melaksanakan pengembangan dan peningkatan
wawasan SDM fungsional di bidang keadministrasian;
melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan
kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di
lingkungan Dinas;

melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
melaksanakan administrasi/penatausahaan, penenmaan,
pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;

melaksanakan pengadaan naskah dinas;

. melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas

pimpinan dan penyiapan rapat-rapat;

melaksanakan pengeloaan hubungan masyarakat,
pelayanan umum, pelayanan minimal dan
pendokumentasian surat-surat, barang bergerak, dan
barang tidak bergerak;

melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana
dan prasarana pengurusan rumah tangga,
pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kenderaan
dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan,
keamanaan, dan layanan kantor;

melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan
monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan pengeloluan dan pembinaan
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perpustnkann Dinas;

melnksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
melaksanakan  pengelolaan  administrasi  kepegawaian
pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;

melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas,

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a.

melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi
untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sckretanat;

melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja
Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan,;

melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan
anggaran Dinas;

melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan
keuangan Dinas dan UPT;

melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan
tunjangan daerah,;

melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan
pengelolaan teknis administrasi keuangan;

melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan
tambahan lainnya;

melaksanakan verifikasi keuangan;

melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan
belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksanaan
Teknis;

melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan
penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi

dan pelaporan administrasi keuangan;

. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan

dinas pegawai;
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melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
evaluasi data tindaklanjut atas temuan aparat
pengawasan [ungsional dan pengawasan masyarakat;
melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas
pengawasan;
melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik mempunyai uraian tugas:

a.

melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan
pelaksanaan tugas sub bagian program;

menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran
pembangunan sub bagian program dan sekretariat;
melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, kegiatan dan anggaran pembangunan Dinas
Lingkungan Hidup (APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat);
pembinaan, sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk
tehnis/surat ederan sistem perencanaan, program,
anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana, program
dan anggaran;

evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan anggaran
APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
anggaran transfer dari pusat;

evaluasi pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi dan
pelaporan perencanaan pembangunan Dinas
Lingkungan Hidup;

melaksanaan penyusunan rencana kerja, perjanjian
kinerja dan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup
(Renja, RKA/DPA, Laporan Kinerja, LKPJ/LPPD, PK);
pembinaan dan koordinasi penyusunan Pelaporan
Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintaha

(SAKIP) Dinas Lingkungan Hidup;
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melaksanakan  koordinasi dan penyiapan bahan
pelaksanaan penyusunan rencana, program jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas
Lingkungan Hidup;

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup;
penyiapan bahan, data dan informasi pelaksanaan
rencana, program dan kegiatan anggaran pembangunan;
melakukan koordinasi, pembinaan dan penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi

Pemerintahan;

. melaksanakan fasilitas pelayanan umum, pelayanan

minimal dan indeks kepuasan masyarakat;

melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan-
bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul,

leaflet, brosur;

melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi

produk-produk hukum;

melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaporan
Sustainable Development Goals (SDGs);
melaksanakan pembinaan dan penyusunan
perencanaan pengarusutamaan gender;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 5

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang tata lingkungan;

(2) Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi;

a. penyelenggaraan Inventarisasi data dan informasi

sumberdaya alam;
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penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) yang meliputi Penyusunan,
Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan, Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan, Sinkronisasi RPPLH Nasional, dan
Sosialisasi RPPLH;

penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup
(Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional
Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan
lingkungan hidup);

penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang meliputi
Penyusunan, Pengesahan, Fasilitasi keterlibatan
masyarakat, dan Pemantauan dan evaluasi Pengesahan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

penentuan baku mutu lingkungan;

penentuan baku mutu sumber pencemar;

koordinasi  penyusunan  instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
(Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit LH,
Analisis resiko LH);

penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan
UKL/UPL);

penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

m. penyelenggaraan proses izin lingkungan;

penyelenggaraan pengawetan sumber daya alam;
penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari sumber
daya alam;

penyelenggaraan pencadangan sumber daya alam;

penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;
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penyelenggaraan inventansasi Gas Rumah Kaca (GRK)
dan penyusunan profil emisi GRK;

penyelenggaraan  keanekaragaman hayati meliputi
konservasi, penetapan kebijakan, pemantauan dan
pengawasan, penyelesaian konflik, dan pengembangan
sistem informasi Penetapan kebijakan dan pelaksanaan
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan
pengendalian kerusakan keanckaragaman hayati;
penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala
Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebaga
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

. penyelenggaraan tugas lain yang dibenkan olch Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas :

a.

menyelenggarakan Inventarisasi data dan informasi

sumberdaya alam;

menyelenggarakan RPPLH yang meliputi Penyusunan,
Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan, Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan, Sinkronisasi RPPLH Nasional, dan
Sosialisasi RPPLH;

menyelenggarakan penentuan dayva dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang
yang berbasis dayva dukung dan dava tampung
lingkungan hidup;

menyelenggarakan  penyusunan nstrumen  ekonomi
lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijjau, mekanisme
insentifl disinsentif, pendanaan hngkungan hidup),
menyelenggarakan penyusunan NSDA dan LH,
menyelenggarakan  KLHS meliputi  Penyusunan,
Pengesahan, Fasilitasi  keterhibatan  masyarakat, dan
Pemantauan dan  evaluasi  Pengesahan  Kajan

Lingkungan Hidup Strategs,

menyelengrarakan penentuan buku mutu ingkungan;
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menvelenggarakan  penentuan  baku mutu  sumber
pencemar;

menyelenggarakan koordinasi penyusunan instrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan,
Audit LH, Analisis resiko LHJ;

menyelenggarakan  penilaian  terhadap  dokumen
lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

menyelenggarakan penyusunan tim kajian dokumen
lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim
pakar dan konsultan);

m. menyelenggarakan proses izin lingkungan;

menyelenggarakan pengawetan sumber daya alam;
menyvelenggarakan pemanfaatan secara lestari sumber
daya alam;

menyelenggarakan pencadangan sumber daya alam,;
menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim;

menyelenggarakan inventarisasi GRK dan penyusunan
profil emisi GRK;

menyelenggarakan keanekaragaman hayati yang meliputi
konservasi, penetapan kebijakan, pemantauan dan
pengawasan, penyelesaian konlflik, dan pengembangan
sistem informasiPenetapan kebijakan dan pelaksanaan
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala
Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;

. menyelenggarakan penyusunan telaahan stal sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
dan

. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh :

a. Seksi Inventarisasi Rencana  Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajan Lingkungan
Hidup Strategis;

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup

Strategis mempunyai tugas :

a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi
sumberdaya alam;

b. penyelenggaraan RPPLH yang meliputi Penyusunan,
Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan,Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan, Sinkronisasi RPPLH Nasional, dan
Sosialisasi RPPLH;

c. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

d. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB
dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,
pendanaan lingkungan hidup);

f. penyusunan NSDA dan LH;

g. melaksanakan KLHS meliputi Penyusunan, Pengesahan,
Fasilitasi Kketerlibatan masyarakat, Pemantauan dan
evaluasi Pemantauan dan evaluasi KLHS;

h. melaksanakan Penentuan baku mutu lingkungan;

i. melaksanakan Penentuan baku mutu sumber pencemar,

j. melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
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melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan,
Audit LH, Analisis resiko LH);

melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan
(AMDAL dan UKL/UPL);

melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen
lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim
pakar dan konsultan);

pelaksanaan proses izin lingkungan;

melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas :

d.

b.

melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya

alam;

melaksanakan pencadangan sumber daya alam;

d. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim;
melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil
emisi GRK;
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f. melaksanakan  keanekaragaman  hayati  meliputi

konservasi, penetapan kebijakan,pemantauan dan
pengawasan, penyelesaian konflik, dan pengembangan
sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati;

g. melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas  dan
fungsinva;

i melaksanakan tugas lun yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinva.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahava

dan Beracun, dan Persampahan

Pasal 7
(1) Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahava dan

Beracun, dan Persampahan mempunyan tugas membantu

Kepala Dinas dalam menvelenggarakan urusan

pemenntahan dibidang pengelolaan B3 dan persampahan,

(2) Bidang Pengelolnan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun, dan Persampahan menvelengparakan fungs :

a, penvelenpearnan  perumusan kebynkan  dan stratep
pengelolaan sampah di Provinsg;

b. penyelenggiaraan koordinasa, pembinaan dan
pengawasan kinena kabupaten,/ kota dalam pengelolaan
sampah;

c. penvelengparaan pembinaan dan pemberdayaan kepada
masyvarakat dulam pengelolaan sampah,

d. penyelenpgaraun kerja sama antar daerah daln satu
provinsi, kemitraan, dan jejaning dalam  pengelolaun

sampah;,
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penyelenggaraan penyusunan rencana pengurangan dan
penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana
strategis dan rencana kerja tahunan provinsi:
penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST
Regional;

penyelenggaraan koordinasi pengangkutan pengolahan
dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus
(bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan
sampah antar Kabupaten/kota);

. penyelenggaraan  pengawasan  terhadap  kegiatan
pengelolaan B3 di Propinsi;

penyelenggaraan peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap akibat adanya kegiatan pengelolaan B3;
penyelenggaraan inventarisasi, monitoning dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan B3;

penyelenggaraan penyusunan kebijakan  perizinan
pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
penyelenggaraan  pemberian  rekomendasi  teknis
pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional dan
pertimbangan teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala
Provinsi,

. penyelenggaraan perizinan pengangkutan Limbah B3
menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

. penyelenggaraan perizinan penimbunan limbah B3
dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap
penghasil, pengangkutan pengumpulan, pemanfaatan,
pengolahan, penimbunan dan dumping Limbah B3;
penyelenggaraan penyediaan sarana  prasarana

pengolahan sampah dan limbah B3;
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penyelenggaraan  perencanaan
TPA/TPST Regional:

dan pembangunan

penyelengpgaraan penclapan  stasiun peralihan antara
(intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk
pengangkutan  dan pengolahan  sampah lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan
dari Kabupaten/Kota:

penyelf:ng_garaan pengembangan teknologi pengelolaan
bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
penyelenggaraan pengembangan investasi dalam usaha
pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun,
persampahan;

penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala
Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan mempunyai
uraian tugas :

a.

menyelenggarakan perumusan kebijakan dan strategi
pengelolaan sampah di Provinsi;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan
sampabh;

melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada
masyarakat dalam pengelolaan sampah;

memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu
propinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan
sampabh;

menyusun rencana pengurangan dan penanganan

sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan

rencana kerja tahunan provinsi;
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koordinasi  pelaksanaan pengumpulan,  pemilahan
= L]

penpgunann ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;

koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan
akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non

alam atau perselisihan  pengelolaan sampah antar
Kabupaten [ kota);

- melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan
B3 di Provinsi;

melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

akibat adanya kegiatan pengelolaan B3;

melakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan B3;

penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,
perubahan dan pencabutan);

pemberian rekomendasi teknis pengumpulan Limbah B3
Skala Nasional dan pertimbangan teknis Pengumpulan
Limbah B3 Skala Provinsi,

. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3
menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

pelaksanaan  perizinan penimbunan limbah B3
dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi,
pemantauan dan pengawasan terhadap penghasil,
pengangkutan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,
penimbunan dan dumping Limbah B3;

penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
penetapan stasiun peralihan antara (intermediate
transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan
dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam
satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten /Kota;
pengembangan teknologi pengelolaan bahan, limbah
berbahaya dan beracun, persampahan;

pengembangan investasi dualam usaha pengelolaan

bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
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menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala
Dinas, sesuai standar yang telah ditetapkan;
menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3},
Kepala Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, dan Persampahan, dibantu oleh :

(1)

a.
b.

C.

Seksi Pengelolaan Sampah;
Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.

Pasal 8

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai uraian tugas:

a.

perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan
sampah di Provinsi;

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan
kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada
masyarakat dalam pengelolaan sampah;

memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu
propinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan
sampah;

penyusunan rencana pengurangan dan penanganan
sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan
rencana kerja tahunan provinsi;

melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST
Regional,

koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan

akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non
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nlan T
Voatan perselisihan penpelolaan sumpah  antar

Kubupiten/Kota);

penyusunan luporan dan
perlanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidung, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

mempunyail uraian tugas :

a.

melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan

B3 di Provinsi;

melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

akibat adanya kegiatan pengelolaan B3;

melakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan B3;

penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan);

pemberian rckomendasi teknis pengumpulan limbah B3
skala nasional dan pertimbangan teknis pengumpulan
limbah B3 skala Provinsi;

pelaksanaan perizinan  pengangkutan limbah B3
menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

pelaksanaan perizinan  penimbunan limbah B3
dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
pemantauan dan pengawasan terhadap penghasil,
pengangkutan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,
penimbunan dan dumping Limbah B3;

melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
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melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Kepala  Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai
uraian tugas :

a.
b.

C.

(1)

penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
penetapan stasiun peralihan antara (intermediate
transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan
pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu
provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
pengembangan teknologi pengelolaan bahan, limbah
berbahaya dan beracun, persampahan;

pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan bahan,
limbah berbahaya dan beracun, persampahan;
melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Pasal 9
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pemantauan lingkungan, pencemaran

lingkungan dan kerusakan lingkungan;
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Bidang Pengendalian Pencemaran  dan Kerusakan

Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan  pembinaan pegawai  pada lingkup
bidang pengendalian pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup;

b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat
struktural pada bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup;

C. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
standar pelaksanaan pemantauan, evaluasi operasional
pengendalian kerusakan pesisir dan laut, pengendalian
kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan, pengendalian kerusakan tanah untuk kegiatan
produksi biomassa, penanggulangan kerusakan
lingkungan akibat bencana, dan pengawasan
pemulihan akibat pencemaran;

d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan,
pengkoordinasian pengendalian kerusakan pesisir dan
laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran
hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah
untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan
kerusakan lingkungan akibat bencana dan pengawasan
pemulihan akibat pencemaran, pelaksanaan program

Menuju Indonesia Hijau (MIH);

e. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan

pengkoordinasian pengendalian kerusakan pesisir dan
laut, pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran
hutan dan/atau lahan, pengendalian kerusakan tanah
untuk kegiatan produksi biomassa, penanggulangan
kerusakan  lingkungan  akibat bencana, dan

pengawasan pemulihan akibat pencemaran,

f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

g. penyelenggaraan pemberian masukan yang periu

kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan

fungsinya;
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h. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala
Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

[T - i

g

o

pelaksanaan pemantauan kualitas air;

pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
penyiapan sarana dan prasarana = pemantauan
lingkungan (laboratorium lingkungan);

penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi
dan non institusi;

pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber
pencemar institusi dan non institusi;

pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar
institusi dan non institusi;

pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak
dan pemberian peringatan akan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;

pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;

pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
penentuan Kkriteria baku kerusakan lingkungan;
pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,
pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
pelaksanaan ~ pemulihan (pembersihan, ~ remediasi,

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
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8. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinva kepada Kepala
Dinas, sesuai standar yvang telah ditetapkan;

t.

menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

U. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

V. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup, dibantu oleh :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan;

b. Seksi Pencemaran Lingkungan;

c. Seksi Kerusakan lingkungan.

Pasal 10
Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian
tugas :
a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
d. pelaksanaan pemantauan kualitas [).Cﬁiﬂir dan laut;

penentuan baku mutu lingkungan;

o

penyiapan  sarana dan  prasarana = pemantauan

it |

lingkungan (laboratorium lingkungan);

g. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

h. penyusunan Indcks Kualitas Lingkungan Hidup;

i. melaksanakan penyusunan laporan dan
pcrmn;e_gungjawabem pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesual dengan  bidang tugas dan

fungsinya;
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k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2 C Ty i .
(2) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai uraian
tugas :
a.

(3) Ke

pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi
dan non institusi;

pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber
pencemar institusi dan non institusi;

pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar
institusi dan non institusi;

penentuan baku mutu sumber pencemar;

pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak
dan pemberian peringatan akan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
penyusunan Kkebijakan pembinaan terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;

pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;

pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

pala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian

tugas :

d.

b.

melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan
lingkungan;
pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
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Pelaksanaan penanggulangan (pemberian  informasi,
pPengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
Pelaksanaan  pemulihan (pembersihan, remediasi,
rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

melaksanakan penyusunan laporan dan

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Pasal 11

(1) Bidang Penaatan dan Peningkatan  Kapasitas
Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup
dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

(2) Bidang Penaatan dan Peningkatan  Kapasitas

Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup
bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup;

b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada Pejabat
Struktural pada lingkup bidang Penaatan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
standar pelaksanaan pemantauan, pembinaan,
pengawasan dan evaluasi atas penyelengaraan
Otonomi Daerah bidang lingkungan, pelaksanaan

pemantauan, penyelesaian konflik, penegakan
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h 5 . 1
Wkum lingkungan dan perjanjian internasional

hi:iung Pengend

alian dampak lingkungan sesual
kete

Ntuan dan standar yang ditetapkan;

d. . .
Penyelenggaraan perencanaan, pengkoordinasian
pdaksaﬂaﬂn, Pemeriksaan dan evaluasi teknis
Pembinaan

peningkatan partisipasi masyarakat,
lembaga nop pemerintah dan swasta dalam
Pengelolaan lingkungan  hidup, pelaksanaan
Program strategis bidang lingkungan hidup antara
lain  Adipura, dan Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan (Proper);

pPenyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan

pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang
Lingkungan,  pelaksanaan pemantauan  dan
penaatan, penyelesaian konflik, penegakan hukum
lingkungan dan perjanjian internasional bidang
pengendalian dampak lingkungan dan melakukan
pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat
komunikasi lingkungan dengan lembaga non

pemerintah dan swasta dalam pengelolaan

ingkungan hidup, pelaksanaan program strategis
bidang lingkungan hidup antara lain Adipura, dan
Program Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu
kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya,

h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala
Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
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i Peénerimaan pengaduan atas usaha atau
E "

glatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

pelaksanaan penelaahan dan  verifikasi atas
pengaduan

- Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi

pengaduan;

pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan
pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

sosialisasi tata cara pengaduan pelaksanaan;
pengembangan  sistem informasi  penerimaan
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan
yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha
dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan,;
pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi
hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah;

pembentukan  tim koordinasi dan monitoring
penegakan hukum lingkungan;

pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
pelaksanaan penyidikan  perkara  pelanggaran
lingkungan hidup;

penanganan barang bukti dan penanganan hukum

pidana secara terpadu;
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. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearnfan Ilokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadanaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum
adat;

. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH,

. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH;

. penyiapan model peningkatan kapasitas  dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait PPLH,;
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PEnYIapan: saruna prasarana peningkatan kapasitas
dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
Pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat
peduli LH;

. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan

penyuluhan;
penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
pengembangan jenis penghargaan LH;

. penyusunan kebijakan tata cara pemberan

penghargaan LH;

pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
pembentukan tim penilai penghargaan yang
kompeten;

dukungan program pemberian penghargaan tingkat
nasional;

menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang telah
ditetapkan;

. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja
terkait; dan

Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a.

b.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup;
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;




(1) Kepala Seksi
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C. Scksi Peninpkat

an Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Li an Hi
ingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

d.

Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan
Pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi
pengaduan;

pelaksanaan  bimbingan teknis, monitoring dan
pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

sosialisasi tata cara pengaduan;

pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Secksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

mempunyai uraian tugas :

a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
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b. pelaksanaan  pengawasan terhadap penerima  izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

€. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah:

€. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan
hukum,;

[.  pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan
hidup;

h. penanganan barang bukti dan penanganan hukum
pidana secara terpadu;

1. melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya,

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
melaksanakan tugas :

a. penyusunan  kebijakan  pengakuan  keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengeloluan

Lingkungan Hidup;
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penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA  terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum
adat;

penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

penyiapan  model  peningkatan  kapasitas  dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

penyiapan  sarpras  peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat
peduli LH;

pelaksanaan identifikasi  kebutuhan diklat dan
penyuluhan;

penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
pengembangan jenis penghargaan LH;
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PrRyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan
LH;

u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

V- pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat
nasional;

X. melaksanakan penyusunan laporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada kepala bidang, sesuai standar yang ditetapkan;

Y. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
kepala bidang, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba
melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam
mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
dibidang ketatausahaan, pengawasan dan pengelolaan
kualitas air danau toba, serta pengawasan dan pengelolaan
air limbah;

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan
penyiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;

b. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan
penyajian data/bahan dan referensi, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kritena dibidang Pengelolaan
Kualitas Air Danau Toba;
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penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan di bidang Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam
Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, evaluasi,
fasilitasi, pelayanan dan pengendalian penyelenggaraaf
pengelolaan kualitas air danai toba, sesuai standar yang
ditetapkan;

penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;

. penyelenggaran pelayanan umum;

penyelenggaran pengumpulan dan pengolahan bahan
penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, dan supervisi pelaksanaan
pemantauan kualitas air Danau Toba;

penyelenggaran pelaksanaan penanggulangan
pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) sumber pencemar di air Danau Toba,
penyelenggaran pelaksanaan pemulihan pencemaran
(pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) di air
Danau Toba;

penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan air limbah
yang masuk ke badan air Danau Toba, sesuai ketentuan

yang ditetapkan;

. penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan tindak lanjut

rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar air Danau
Toba;

penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas air Danau Toba;

penvelenggaraan pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan  penyajian  data/bahan, referensi
pengawasan dan pengelolaan air limbah yang masuk ke
badan air Danau Toba, sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

penyelenggaraan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan kualitas air Danag Toba:
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penyelengparaan pengembangan  sistem informasi
kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan
Pencemaran atau kerusakan air Danau Toba kepada
masyarakat;

penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
Sesuai tugas dan fungsinya:

penyelenggaraan  pengkajian  terhadap — peluang
pemasaran air limbah, sesuai ketentuan yang
ditetapkan;

penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,
sesuai tugas dan fungsinya; )
penyelenggaraan penyusunan pelaporan dan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai
standar yang ditetapkan;

penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai tugas dan fungsinya;

penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,
sesuai tugas dan fungsinya;

penyelenggaraan laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air

Danau Toba mempunyai uraian tugas :

a.

menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan
persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

menyelenggarakan  pengumpulan, penyusunan dan
penyajian data/ bahan dan referensi dalam bidang
Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;

menyelenggarakan  penyusunan  dan  penetapan
perencanaan dan program kegiatan Pengelolaan Kuaiitas
Air Danau Toba;
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menyelengparakan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kriteria Pengelolaan Kualitas Air
Danau Toba;

menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba,
sesual ketentuan yang ditetapkan;

menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam
peningkatan kualitas Air Danau Toba, sesuai standar
yang ditetapkan;

menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia dibidang Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba,
sesuai standar yang ditetapkan;

menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan
kawasan air Danau Toba, sesuai standar ketentuan yang
ditetapkan;

menyelenggarakan ketentuan dan peraturan dibidang
Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba dan air limbah,
sesuai ketentuan yang ditetapkan;

menyelenggarakan  pengawasan dan pengendalian
instalasi air limbah, dan air kawasan Danau Toba,
sesuai standar yang ditetapkan;

menyelenggarakan pengelolaan sistem jaringan air
limbah, sesuai standar yang ditetapkan;
menyelenggarakan pengelolaan instalasi pengolahan air
limbah, lift station dan peralatan mekanikal dan
elektrikal, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
mﬂnyelﬂnggamkan pembinaan, pemantauan, evaluasi
dan kebijakan pengendalian pengelolaan kualitas air
danau dan air limbah di kawasan Danau Toba, sesuai
ketentuan yang ditetapkan;

men}reienggarakan teknik peningkalan pengelolaan air
Danau Toba dan air limbah kawasan Danau Toba, sesuai
standar yang ditetapkan;

menyelenggarakan  fasilitasi  peningkatan  sistem
pengelolaan air Danau Toba dan air limbah di kawasan
Danau Toba, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
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enyelenggarakan sosialisas; pemanfaatan kualitas air
Danau Toba dan dayaguna air limbah, sesuai ketentuan
yang berlaku:

menyelenggarakan identifikasi gejala dan perubahan
kualitas air Danay Toba dan air limbah di kawasan
Danau Toba, sesuai ketentuan yang ditetapkan,
menyelenggarakan pelayanan umum kepada satuan
kerja/instansi dan masyarakat atas kualitas air Danau
Toba dan air limbah, sesuai standar yang ditetapkan;
menyelenggarakan  pengelolaan  peralatan-peralatan
pembersih  jaringan pipa air limbah termasuk
penggunaan dan pengaturan personilnya, sesuai standar
yang ditetapkan;

menyelenggarakan pembinaan dan penataan
administrasi internal dan cksternal Unit Pelaksana
Teknis, sesuai standar yang ditetapkan;
menyelenggarakan penataan lingkungan dan memelihara
keindahan di lokasi unit pengelolaan air limbah, sesuai
standar yang ditetapkan;

menyelenggarakan penyelesaian permasalahan dalam
proses pengolahan air limbah baik internal maupun
eksternal, sesuai standar yang ditetapkan;
menyelenggarakan  pemeriksaan, perawatan dan
perbaikan sarana/prasarana yang dikelola air limbah,
sesuai stanndar yang ditetapkan;

menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan
penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, dan supervisi pelaksanaan
pemantauan kualitas air Danau Toba;

menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan
pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta
pcnghentian} sumber pencemar di air Danau Toba;
menyelenggarakan pelaksanaan pemulihan pencemaran
(pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) di air

Danau Toba;
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menyelenggarakan pengawasan dan pengelolaan air

limbah yang masuk ke badan air Danau Toba, sesuai
ketentuan yang ditetapkan;

menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar air Danau
Toba;

menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas air Danau Toba;

menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan penyajian data/bahan, referensi
pengawasan dan pengelolaan air limbah yang masuk ke
badan air Danau Toba, sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

menyelenggarakan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan kualitas air Danau Toba;

menyelenggarakan pengembangan sistem informasi
kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan air Danau Toba kepada
masyarakat;

menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan  pengkajian terhadap  peluang
pemasaran  air limbah, sesuai ketentuan yang
ditetapkan;

mﬁn}rclenggarakan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan dan
pcﬁangguﬂgjawabaﬂ atas pelaksanaan tugasnya, sesuai
standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wuraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan avat (3),
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air
Danau Toba dibantu oleh :

a.

aub Bagian Tata Usaha;
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Seksi Pﬂnmnlmum Kualitas Air;

Seksi Pengemba ngan Data dan Informasi.

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

d.

melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan
arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan
pemangku jabatan fungsional pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

melaksanakan urusan ketatausahaan keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan
dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan sub
bagian tata usaha;

melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan
pendistribusian peralatan dan instrumen kantor Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

melaksanakan penyusunan standar, norma, dan krteria
dalam penyelenggaraan ketatausahaan;

melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan
program kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai
standar yang ditetapkan;

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat
internal maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis;
melaksanakan pengendalian penyelenggaraan
administrasi Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
ditetapkan;

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah
dinas, kelembagaan ketatalaksanaan dan kearsipan Unit
Pelaksana Teknis, sesuai  ketentuan  peraturan
pemdang-undangan:

melaksanakan fasilitasi penyelanggaraan pelayanan

umum dan pelayanan minimal;
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melaksanakan  pengkoordinasiun  penyusunan  laporan
tiap-tiap Seksi, sesuai standar yang ditetapkan;

melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kelompok
jabatan  fungsional, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan

keamanan kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf
dalam bidang ketatausahaan untuk pengambilan
kebijakan;

melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Air mempunyai uraian

tugas :

d.

melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan di bidang Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
melaksanakan penyiapan konsep standar, norma dan
kriteria Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba;
melaksanakan koordinasi dan kerjasama Pengelolaan
Kualitas Air Danau Toba dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah, instansi vertikal dan kabupaten/kota,

sesuai standar yang ditetapkan;

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, dan supervisi pelaksanaan

pemantauan kualitas air Danau Toba;
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melaks:ina :
sianakan pﬁﬂHI‘IggulanEun pencemaran [pcmbenan

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber
pPencemar di air Danau Toba;

melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remediasi, rehabilitasi dan restorasi) di air Danau Toba;
melaksanakan pengawasan dan pengelolaan air limbah
yang masuk ke badan air Danau Toba, sesuai ketentuan
yang ditetapkan;

melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar air Danau Toba;
melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas air Danau Toba;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian instalasi
air limbah, dan air kawasan Danau Toba, sesuai standar
yang ditetapkan;

melaksanakan pengelolaan instalasi pengolahan air
limbah, lift station dan peralatan mekanikal dan
elektrikal, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
ala Seksi Pengembangan Data dan Informasi mempunyai

yraian tugas :

a.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan
dan penyajian data/bahan, referensi pengelolaan
kualitas air Danau Toba, sesuai ketentuan peraturan
pemndangan-undﬂngﬂﬂ;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan
dan penyajian data/bahan, referensi pengawasan dan
pengelolaan air limbah yang masuk ke badan air Danau
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Taha
¢ T R
“lentuan _
M ndangan
undangay. peraturan  peru £
L]

€ melaksan
“kan pengembangan dan  pengkajian dalam

Peninel. :
5 Mgkatan kualitas air Danau Toba:
. mEIukS&nﬂkan > 5 . ®
; Pengembangan sistem informasi kondisi,
Potens;
! dampak dap pemberian peringatan akan
enc
P€ncemaran atau kerusakan air Danau Toba kepada
Masyarakat:
e.

melaksanakan pPengembangan dan penelitian dalam

Peningkatan kualitas Air Danau Toba, sesuai standar

yang ditetapkan;

[.  melaksanakan identifikasi gejala dan perubahan kualitas
air Danau Toba dan air limbah di kawasan Danau Toba,
Sesuai ketentuan yang ditetapkan;

g. melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

h. melaksanakan pemberian masukan yvang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedelapan
UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium  Lingkungan
melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketatausahaan, kegiatan operasional dan/atau kegiatan
pelaksanaan  pengujian  parameter  kualitas
dan melaksanakan  penyusunan SOP

teknis
lingkungan
laboratorium lingkungan;
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Unit  p

el ; i

aksana  Teknis  Laboratorium Lingkungan
menyelenggarakan, fungsi:
a. penyele

i s

NEgaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan
Penyiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
penyelenggaraan penyiapan konsep standar, norma dan
kriteria  laboratorium lingkungan dalam  bidang
pengendalian mutu dan pengujian;

penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan dibidang Laboratorium Lingkungan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Laboratorium
Lingkungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar
yang ditetapkan,;

penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, evaluasi,
fasilitasi, pelayanan dan pengendalian penyelenggaraan
Laboratorium Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan
kompetensinya;

menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi standar
pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian
parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah
laboratorium;

penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja;
penyck:nggﬂfﬂﬂﬂ pengambilan, perlakuan, transportasi
dan penyimpanan contch uji parameter kualitas
lingkungan;

penyelenggaraan preparasi, pengujian dan analisis
parameter kualitas lingkungan;

penyelenggaraan validasi metode pengambilan contoh uji
dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
pcn}relcnggm‘aan validasi klaim ketidakpastian
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Penyelen 5
BBATaan  perawatan dan kalibrasi peralatan

luhoraiurium lingkungﬂﬂ;

Penyele d ; ;
Yelenggaraan komitmen manajemen mutu sesuai

TELISr of . -

CBIstrasi sertifikag; akreditasi:

Penyelenggaraan dokumentasi sistem manajemen mutu
laboratorium:

Penanganan pengaduan hasil pengujian;
penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan pembuatan
model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
pPenyelenggaraan layanan informasi kualitas lingkungan
hidup tingkat tapak;

penyelenggaraan pelaksanaan inventarisasi sumber-
sumber emisi/efluen di daerah tapak;

penyelenggaraan  bantuan  dalam  melaksanakan
pengawasan terhadap industri dengan mengambil
sampel dan data-data lain;

penyelenggaraan identifikasi dan evaluasi masalah dan
tindakan prefentiv untuk meminimalisasi penyimpangan
pengujian, dan fasilitasi pengujian sarana dan prasarana
Laboratorium Lingkungan, sesuai ketentuan dan standar
yang ditetapkan,;

melaksanakan partisipasi atas program uji profisiensi
dan uji banding, pengendalian limbah laboratorium,
sesuai standar yang ditetapkan;

penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,
sesuai tugas dan fungsinya;

penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban
atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuaij
standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

mempunyai uraian tugas :

a.

menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan
arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan
pemangku jabatan fungsional pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan:
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mcrﬁ}’eltnggaraka.n penetapan perencanaan dan program

kegiatan Laboratorium Lin ku suai ketentuan
gkungan, se

Yang dit&tapkan;

menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan

standar, pormg dan  kriteria  penyelenggaraarn

Laboratorium Lingkungan;

menyelenggarakan fasilitasi urusan ketatausahaan,

administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi

perlengkapan, kescjahteraan pegawai dan rumah tangga

Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah

dinas, kelembagaan ketatalaksanaan, kearsipan dan

pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis sesuai standar

yang ditetapkan;

menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan

kompetensinya;

menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi standar

pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian

parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah

laboratorium;
menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja;

menyelenggarakan pelaksanaan pengambilan,
perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji
parameter kualitas lingkungan;

menyelenggarakan pelaksanaan preparasi, pengujian
dan analisis parameter kualitas lingkungan;
menyelenggarakan validasi metode pengambilan contoh
uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;

. menyelenggarakan validasi  klaim  ketidakpastian

pengujian;
menyelenggarakan perawatan dan kalibrasi peralatan

laboratorium lingkungan;
menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi

sertifikasi akreditasi;
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menyelen A

J gga_-r.r ks -

Mana; ) pelaksanaan dokumentasi sistem
JEmMen muty [abﬂl‘amrium-

men}-erllenggamkan penanganan  pengaduan hasil
Pengujian;

menyelengparakan pelaksanaan pekerjaan pembuatan
model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
I?'len}'fimggamka_n pemberian layanan informasi kualitas
lmEkUﬂgan hidup tingkat tapak;

menyelenggarakan pelaksanaan inventarisasi sumber-
sumber emisi/efluen di daerah tapak;

menyelenggarakan  bantuan dalam melaksanakan
pengawasan terhadap industri dengan mengambil
sampel dan data-data lain:

menyelenggarakan pelayanan dan penetapan tarif
penggunaan jasa Laboratorium Lingkungan sesuai
dengan standar yang ditetapkan;

. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya

manusia di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan
kapasitas Laboratorium;

menyelenggarakan identifikasi dan evaluasi masalah dan
tindakan prefentif untuk meminimalisasi penyimpangan
pengujian, dan fasilitasi pengujian sarana dan prasarana
Laboratorium Lingkungan, sesuai ketentuan dan standar
yang ditetapkan;

menyelenggarakan  partisipasi atas  program uji
profisiensi dan uji banding, pengendalian  limbah
laboratorium, sesuai standar yang ditetapkan;

_menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan

kebijakan di bidang Laboratorium;
menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala

Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban
atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai
standar yang ditetapkan.




+H Untuk

(1)

sebagaim;

Repala Unit pey

3 v,
melaksanab. i
Melaksanakon tugas, fungsi dun uraian  Ugas
10 v L

1w dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),

aksana Teknis Laboratorium Lingkungan,

dibantu oleh:-

a.
b,

C.

Sub Bagian Tata Usaha:
Seksi Pengendalian Mutu;
Seksi Pengujian,

Pasal 16

Kepala Sub Bagian tata usaha mempunyai uraian tugas :

a.

melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan
arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan
pemangku jabatan fungsional pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

melaksanakan urusan  ketatausahaan  keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan
dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan sub
bagian tata usaha;

melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan
pendistribusian peralatan dan instrumen kantor Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

melaksanakan penyusunan standar, norma, dan kriteria
dalam penyelenggaraan ketatausahaan;

melaksanakan pembinaan dan pengendalian dokumen
Laboratorium  Lingkungan, sesuai standar yang
ditetapkan;

melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan
program kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai
standar yang ditetapkan;

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat
internal maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis;
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melaks
1ksanakan pengendalian penyelenggaraarn

administras.i Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang

diteta pkan:

melaksanakan pembinaan naske’

dan pengeclolaan
dinas, kelembagaan ketatalaksanaan dan kearsipan Unit
Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

melaksanakan  fasilitasi penyelanggaraan pelayanan
umum dan pelayanan minimal;

melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan
tiap-tiap Seksi, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kelompok
jabatan  fungsional, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan
keamanan kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf
dalam bidang Ketatausahaan untuk pengambilan
kebijakan;

melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

melaksanakan pembenian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pengendalian Mutu mempunyai uraian tugas :

4.

melaksanakan penetapan tugas dan fungsi

sesuai dengan kompetensinya;

persone|

melaksanakan standar kompetensi dan objektifitas

personel;
melaksanakan  monitoring  dan evaluasi  standar
pelayanan pengambilan contgh uji dan  pengujian
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Parameter kualitng

lingkung, _— .~ W
Iuburuturiu,n. i E4N serta pengelolaan lim

mela z i !
! ksanakdn komitmen Mmanajemen mutu sesual
registrasj sertifikas; akreditasi-
me] , :
aksanakan Pelaksanaan  dokumentasi  sistem
Mmanajemen muty laboratorium;
melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
melaksanakan layanan informasi kualitas lingkungan
hidup tingkat tapak;

melaksanakan penyusunan laporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Kepala Seksi Pengujian mempunyai uraian tugas :

da.

melaksanakan pelaksanaan pengambilan, perlakuan,
transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter
kualitas lingkungan;

melaksanakan pelaksanaan preparasi, pengujian dan
analisis parameter kualitas lingkungan;

melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji
dan pengujian parameter kualitas lingkungan:
melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan
laboratorium lingkungan;

melaksanakan pelaksanaan inventarisasi sumber-
sumber emisi/efluen di daerah tapak;

melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan
mengambil sampel dan data-data lain;

melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi
pengendalian pencemaran lingkungan:;



si masalah dan

If unt
Pengujian, dan Uk meminimalisasi penyimpangan

sili
lasi pengujian sarana dan prasarana
E.kungdn se
Suai lur
yang dltempkan 1 ketentuan dan standa
ipasi atas program uji profisiensi

b
sesuai anding, Pe€ngendalian limbah laboratorium,
Sual standar yang ditetapkan;

mel
aksanakan Pelayanan  dan  penetapan  tarif

Penggunaan jaga Laboratorium Lingkungan sesuai
dengan standar yang ditetapkan:

L. melaksanakan penyusunan laporan can

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

m. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bagian Kesembilan
UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut

Pasal 17
(1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut
melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketatausahaan, pengawasan Kajian Ekologi Pesisir dan Laut;
(2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan
penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
b. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan
penyajian data/bahan dan referensi, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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Penyelenppy
EBdran PENyusunan perencanaan dan program

kegiatan dj 1
di bidang Kajian Ekologi Pesisir dan Laut;

Penyelenpg:ra.

stand seraan Peflyusunan  dan penyempurmnaan
dar, n 5 : .

o Orma dan kriteria d; bidang Ekologi Pesisir dan

»

cnyelene i .
Penyelengparaan koordinasi dan kerjasama di bidang

Ekologi -
Bl Pesisir dan Laut, sesuai ketentuan peraturan

perundang-umiungan;

penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, evaluasi,
fasilitasi, pe dyanan dan pengendalian penyelenggaraan
kajian ekologi pesisir dan laut, sesuai standar yang
ditutapkan;

penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan
penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijukan, dan supervisi pelaksanaan
pemantauan pusat kajian ekologi pesisir dan laut;
penyelenggaraan penanggulangan pencemaran
(pembenian informasi, pengisolasian serta penghentan)
sumber pencemar di pesisir dan laut;

penyelenggaraan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remediasi, rehabilitasi dan restorasi) di pesisir dan laut;
penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan air limbah
yang masuk ke badan pesisir dan laut, sesuai ketentuan
yang ditetapkan;

penyelenggaraan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar pesisir dan laut;
penyelenggaraan penyediaan  sarana dan  prasarana
pemantauan kualitas pesisir dan laut,;

. penyelenggaraan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan kualitas kajian ekologi pesisir dan laut;
penyelenggaraan pengembangan  sistern  informasi
kondisi, potensi dampak dan pembenan penngatan akan
pencemaran atau kerusakan ekologi pesisir dan laut
kepada masyarakat;

penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
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Kepala Unit Pelaksana

Penyelenp,,,

d I ]u'fwlﬁluulu
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Iclaahan staf  sebaga
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isliarn pengambilan kebjukan
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[}mu:-s, LT Y tigas dun lungain}fﬂ;
pPenyelenpg,,

d Wgas lan yang diberikan Kepala Dinas,

SESUT tupay dun fungsinya;

Penyelenpg g laporan dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

Teknis Pusat Kajian Ekologi Pesisir

dan Laut Mempunyai uraian tugas :

a.

menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan
persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

menyclenggarakan penetapan perencanaan dan program
kegiatan dan Pengelolaan Pusat Kajian Ekologi Pesisir
dan Laut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan

standar, norma dan kriteria Pusat Kajian Ekologi Pesisir
dan Laut;

menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan kajian ekologi pesisir dan laut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam
bidang ekologi Pesisir dan laut sesuai dengan strandar
yvang ditetapkan;

menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia di bidang ekologi pesisir dan laut sesuai
standar yang ditetapkan;

mﬂn}rclenggamkan pengembangan dan pembangunan
kawasan pesisir dan laut berwawasan lingkungan sesuai
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan pengelolaan  kajian  kerusakan
lingkungan ekosistem mangrove terumbu karang, lamun
dan padang lamun, ckosistem estuaria dan ekosistem
pulau-puiau kecil sesuai standar yang ditetapkan;
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menveles .
}’t.lLllp_g

rakan e
o Pembinaan dan  penataan ulang
ode] Pembang

menyelenggarakan
lingkungg

N sesuai ketentyan peraturan perundang-
undangan:

- Mmenyelenggarakan langkah-langkah pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan ekosistem pesisir dan
laut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;
menyelenggarakan evalusi fasilitasi monitoring dan
kebijakan dalam bidang ekologi pesisir dan laut sesuai
standar yang disesuaikan;

- menyelenggarakan  identifikasi  terhadap  gejala
kerusakan ekosistem kawasan pesisir, laut, pulau-pulau
kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyelenggarakan  penyusunan  peraturan  atas
penyelenggaraan kajian ekosistem pesisir, laut dan
pulau-pulau  kecil, sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

. menyelenggarakan  pemeriksaan, perawatan dan
perbaikan atas hasil kajian ekologi pesisir dan laut,
sesuai dengan standar yang ditetapkan;

. menyelenggarakan pengamatan terhadap gejala-gejala
ekosistem dikawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
dan terpencil, sesuai standar yang ditetapkan;

. menyelenggaran layanan umum kepada satuan kerja

atau instansi dan masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan pcrundang-undangan;

mcnyelﬂnggarﬂkﬂﬂ pembinaan dan penataan
| administrasi baik internal dan eksternal sesuai standar
yang ditetapkan;

menyclenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan
‘ nyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
Pm - -
sinkronisasi kebijakan, dan supervisi pelaksanaan

pemantauan pusat kajian ekologi pesisir dan laut;
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bb.

cC.

dd.

-59.

menye!cnggurakan

. Penangpylanp:-
{Pembenan infunnasi SEngan pencemaran

Pengisolasian serta penghentian)

menyelenggarakan
[pcmberﬁihan, remediasi

pesisir dan laut:

pemulihan pencemaran

rehabilitasi dan restorasi) di

Tenﬁ]ﬂnggman Pengawasan dan pengelolaan air
limbah Yang masuk ke badan pesisir dan laut, sesuai
ketentuan yang ditetapkan;

menyelenggarakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar pesisir dan laut;
menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas pesisir dan laut;

menyelenggarakan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan kualitas kajian ekologi pesisir dan laut;
menyelenggarakan pengembangan sistem informasi
kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan ekologi pesisir dan laut
kepada masyarakat;

menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pengambil kebijakan, sesuai dengan bidang
tugasnya;

menyelenggarakan pemberian masukan kepada kepala
badan sesuai tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepada
kepala badan sesuai tugas dan fungsinya;
menyelenggarakan  penyusunan pelaporan  dan
pertanggunﬂWﬂbﬂﬂ atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

standar yang dite tﬂpkﬂﬂ»

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana di

Kepala Unit Pel

maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
aksana Teknis Pusat Kajian Ekologi Pesisir

dan Laut dibantu oleh :

a.
b.

C.

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Peningkatan Kualitas Kajian;

geksi Pengembangan Data dan Informasi;
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Pasal 18
(1) Kepala Sub Bagian Tay

a Usahg me i i
s €mpunyai uraian tugas :
a. melaksanakan .

Pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan

in JiE isipli
dan penegakan disiplin kepada pegawai dan
pPemangku  jabatan

arah;

fungsional pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

b. melaksanakan urusan  ketatausahaan  keuangan,

administrasi  kepegawaian, administrasi perlengkapan
dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan sub
bagian tata usaha;

d. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan
pendistribusian peralatan dan instrumen kantor Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

e. melaksanakan penyusunan standar, norma, dan krteria
dalam penyelenggaraan ketatausahaan;

pengkoordinasian penyelenggaraan

Pelaksana Teknis, sesuai

. melaksanakan

program kegiatan pada Unit

standar yang ditetapkan;

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rﬂ}aat-rapat

internal maupun cksternal Unit Pelaksana Teknis;

h. melaksanakan pengendalian pcl‘:lyelenggman
; administrasi Unit Pelaksana Teknis, sesual standar yang

ditetapkan;
i melaksanak
mbagaan keta

an pembinaan dan pengelolaan naskah
talaksanaan dan kearsipan Unit

dinas, kele '
Pelaksana Teknis, sesuai  ketentuan  peraturan
€

dang-undangan;
perun fasilitasi penyelanggaraan pelayanan

mclﬂkSﬂﬂﬂkﬂn
umum dan pelayanar
pengk
sesuai standar yang ditetapkan;

minimal;
akan oordinasian penyusunan laporan
k. melaksan

tiap-tiap Seksl,
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n.
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melakyg,
Sk,
o
Irmtknnnhmmmn pembinaan  kelompok

fum:aimml,
Perundagy,.
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He%0n) ketentuan peraturan
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melaks;

-dllill{nn ;
e ,
' "'h'“”““. pemelibarnan, penatann dan
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mndar yang ditetapkan;
melaksang kg,

Persiapan penyusunan  telanhan  staf

dalam |y ’
icding Ketatausahaan  untuk pengambilan

kebijukan;

melaks: :
Iksannkan penyusunan luporan dan

Perlanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Kepala Seksi Peningkatan Kualitus Kajian mempunyai

uraian tugas :

4.

melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan di bidang pusat kajian ekologi pesisir dan laut,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
melaksanakan penyiapan konsep standar, norma dan
kriteria pusat kajian ekologi pesisir dan laut;
melaksanakan koordinasi dan kerjasama pusat kajian
ckologi pesisir dan laut dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, instansi vertikal dan kabupaten/kota, sesuai

standar yang diteta pkan;
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan

nyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
pe

sinkronisasi kebijakan, dan  upervise pelaksanaan

pﬂmantﬂuaﬂ pusa
nanggulangan pencemaran (pemberian

t kajian ekologi pesisir dan laut;

melaksanakan pe
. formasi pengisolasian serta penghentian) sumber
inlo J

di pesisir dan laut;
Pcnccmﬂr
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hasi] evaluasi Sumbe

T pencemar pesisir dan laut;
melaksanakan peng

ekosistem marn "ilaan Al lugemnges

lamman EkﬂSistW‘-ﬁ tel'l.ll'flbu karang, lamun dan padang
o €m estuaria dan ekosistem pulau-pulau
| kecil sesuaj standar yang ditetapkan;

J. melaksanakan langkah-langkah pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan ekosistem pesisir dan
laut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan evalusi fasilitasi monitoring dan kebijakan
dalam bidang ekologi pesisir dan laut sesuai standar
yang disesuaikan;

l. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas pesisir dan laut;

m. melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesual standar
yang ditetapkan;

n. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.
Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi mempunyai

uraian tugas:
a, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan
dan penyajian data/bahan, referensi pusat kajian ekologi

pesiﬂii' dan laut, sesuai  ketentuan  peraturan

Pemndangan-undangan ;
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P'fmcumpul;m P
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dats [ bt '
Pengelolagn air Ij sfh.:l-mn. referensi pengawasan dan
imhbah Yang masuk ke badan pesisir dan
l-cr:tr:ntuar:

lahan, penyusunan

] Bey Liaj
peraturan  perundangan-

undang.n,

mela il

melaksanakan penge L::n Ck'ﬂfw p-t‘:s-lur £er .'l.aut; . .

POSHS Hime, “NEgembangan sistern informasi kondisi,
Pak dan pemberian peringatan akan

Pencemaran atau kerusakan ekologi pesisir dan laut

kepada masyarakat;

melaksanakan pembinaan dan penataan ulang model

pembangunan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, sesuai

standar yang ditetapkan;

melaksanakan identifikasi terhadap gejala kerusakan

ekosistem kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan

udara, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan,;

melaksanakan penyusunan peraturan atas

penyelenggaraan kajian ekosistem pesisir, laut dan

pulau-pulau  kecil, sesuai  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

melaksanakan pemeriksaan, perawatan dan perbaikan

atas hasil kajpan ckologi pesisir dan laut, sesuai dengan

standar yang ditetapkan;

melaksanakan pengamatan terhadap gejala-gejala

ckosistem dikawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

dan terpencil, sesuai standar yang ditetapkan;
melaksanakan penyusunan laporan dan
pgnanggu:]a'.mhan pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuail standar
yang ditetapkan, |

mclaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
e

tugas dan fungsinya;
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uPT Pengelolaan Sampah

Pasal 19

Pelaks -
aksana  Teknis Pengelolaan Sampah bertugas

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang ketatausahaan, kegiatan
operasional dan/atau kegiatan teknis penanganan sampah
di TPA/TPST Regional.

Unit Pelaksana  Teknis  Pengelolaan Sampah
menyelenggarakan fungsi :

a.

penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan
penyiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah;
penyelenggaraan penyiapan konsep standar, norma dan
kriteria pengelolaan sampah dalam bidang pengumpulan
dan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan dibidang pengelolaan sampah, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pengelolaan
sampah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi
Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang

pcn}rsIenggﬂIaﬂﬂ pembinaan, pemantauan, evaluasi,
fasilitasi, pelayanan dan pengendalian penyelenggaraan

pengelolaan sampah, sesuai ketentuan peraturan

perundan g-undangan;

cn}'ﬁlenggma" administrasi internal dan eksternal;
P

pgnyeienggafﬂﬂﬂ
sampah/ residu skala regional dari sumber sampah, TPS,

TPS3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST

chicmal;

pengumpulan  dan pengangkutan
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h. Penyelengpar
mengubah sampah L daur ulang materi dan
. Pah menjadi sumber energi);
: Nggaraan  pemrosesan akhir sampah skala
regional {penimbunanfpemadatan. penutupan tanah,
) pengolahan lindi, Penanganan gas);

penyelenggaraan perencanaan, pemantauan dan

evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar,
fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional
dan fasilitas penunjang) Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) /Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Regional;

l. penyelenggaraan perencanaan, pemantauan dan evaluasi
daya dukung sarana pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan dan TPST/TPA Regional;

m. penyelenggaraan pemeliharaan infrastruktur dan sarana
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
TPST/TPA Regional;

n. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

0. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai tugas dan fungsinya;

menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban

p-
atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai
standar yang ditetapkan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

mempunyal uraian tugas :
b mcnyclcnggarﬂkﬂﬂ pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan
arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan

pemangku jabatan fungsional pada lingkup UPT.

pengelolaan sampah;
c menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program

Kegiatan pengelolaan sampah, sesuai ketentuan yang

ditetapkat;
cl:nggamkan penyusunan dan penyempurnaan

norma dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan

d. meny
stan dar,

sampal;
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Perlengkapan, kesejahie . keuangan, administrasi

et Td4an pegawai dan rumah tangga

Men Uan peraturan .

velenggar K : perundang-undangan;

dinas, rﬂwagmwmm”n_s?:mha dan pengelolaan naskah
la ketatalaksanaan, kearsipan dan

Pelaporan kegiatan UPT sesuaj st mﬂ. )

B. menyelenggar andar yang ditetapkan;
——— in  pelaksansan pengumpulan  dan

u :
R n sampah/residu skala regional dari sumber
—_— + Tempat Penampungan Sementara(TPS), Tempat
ngelalaan SBampah Reuse Reduce Recycle) TPS3R, dan
tempat pengolahan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Regional;

. menyelenggarukan pelaksanaan pengolahan sampah skala
regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi
dan mengubah sampah menjadi sumber energil;

i. menyelenggarakan pelaksanaan  pemrosesan akhir
sampah  skala  regional (penimbunan / pemadatan,
penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);

i. menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan,
pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur

dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas

penunjangl TPST/TPA Regional;

fasilins

=

(fasilitas
nﬂﬁ_.hﬂ.hﬂw_ dan [asilitas

A En:@n#:mﬁgar:: pelaksanaan perencanaan,
ﬁnsew:qnﬁm: dan evaluasi  daya dukung sarana
_un,_._m:.aﬂ:_nh. pengangkutan, pengolahan dan TPET/TPA
Regional;

Eu:ﬁ.__nsmmnwnwh: pelaksanaan pemelih

infrastrukiur dan sarana pengumpulan, pengangkutan,
n dan TPST/TPA Regional;

_HumnEn
menye enggarakan tclaghan staf untuk pengambilan
kebijakan di hidang Pengelolaan Sampah;

. En:ﬁinmhni_ﬁa pemberian masukan kepada. Hepils
Dinas sesual tEas dan fungsinya;

an tugas lain yang diberikan Kepala

fungsinva;



(4) Untuk me]
elaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

Sl :mkaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ,
ela .
ol sana Teknis Pengelolaan Sampah, dibantu

a. Sub Bagian Tata Usaha:

b. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan;
c. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.

Pasal 20
(1) Kepala Sub Bagian tata usaha mempunyai uraian tugas -

a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan
arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan
pemangku jabatan fungsional pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

b. melaksanakan urusan Ketatausahaan Keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan

dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangeundangan;

melaksanakan penyusunan perencanaan dan program

kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan sub

pagian tata usaha;

d melaksanakﬂn perawatan, pemeliharaan dan

pendistribusian peralatan
Pelaksana Teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan

ndang-undangan;

dan instrumen kantor Unit

peru

melaksanakan penyusunan standar, norma, dan kriteria

dalam pcnyelenggaraan ketatausahaan;
f me:laksana.kan pembinaan dan pengendalian dokumen

pengelolaan sampah, sesuai standar yang ditetapkan;
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melaksang k,
eray G d‘n pt:ngktmrtlinusi;m

' CBlatan pady Unit Peluks;
standar Yang ditet -

penyelenggaraan
a Teknis, sesual
apkan:

melaksanak _
a - .
n fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat

intﬁmal
Maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis:

melaksa
nakan Pengendalian penyelenggaraan

admini ATy
. 1strasi Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
ditetapkan;

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah
dinas, kelembagaan ketatalaksanaan dan kearsipan Unit
Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

melaksanakan fasilitasi penyelanggaraan pelayanan

umum dan pelayanan minimal;

melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan

tiap-tiap Seksi, sesuai standar yang ditetapkan;

melaksanakan pengkmrdinasian pembinaan kelompok

jabatan fungsional, sesuai ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan

keamanan kantor, sesual standar yang ditetapkan;

melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf

dalam bidang Ketatausahaan untuk pengambilan

kebijakan;

Jaksanakan penyusunan laporan dan
me
awaban pelaksanaan tugas dan fungsinya

rtanggungl
P a Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar

]aksanakﬂn pemberian masukan yang perlu kepada
me

Kepala Unit Pelaksand Te

tugas dan fungsinya;

knis, sesuai dengan bidang
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8]

Unit Pelaks i
: ‘ ana Teknis, sesuaj dengan bid
ungsinya. o e

(2) Kepala Seksi Pen
gumpulan d :
uraian tugas: an Pengangkutan mempunyal

a. melaks:
sanakan  pelaksanaan  pengumpulan  dan

:*:f::f::::ﬂh saT:;pa;l:fsr:sidu skala regional dari

’ : R, dan tempat pengolahan ke
TPA dan/atau TPST Regional;

b. melaksanakan pelaksanaan perencanaan, pemantauan
dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan dan
pengangkutan pada TPST/TPA Regional;

c. melaksanakan pelaksanaan pemeliharaan sarana
pengumpulan dan pengangkutan TPST/TPA Regional;

d. melaksanakan pelaksanaan penyusunan laporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

melaksanaan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
f melaksanakan tugas

Unit Pelaksana Teknis,

lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemroscsan Akhir mempunyal

uraian tugas :
kan pelaksanaan pengolahan sampah skala

a. melaksana
san, daur ulang materi

regional (
menjadi sumber energi);

dan mengubah sampah
ksanaan pemroscsan akhir sampah

b. mtlaksanakan pela
bunan/pemadatan, penutupan

regional (penim
golahan lindi, penanganan gas);
p-crcncanaan, p-l:mantauan

skala

tanah, pen

sanakan pclaksanaan
ya dukung infrastruktur (fasilitas dasar,

rasional

c. melak
dan evaluasi da

fasilitas pcrlindungan lingkungan, fasilitas op€
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a. Pcnyrfcnﬁﬂﬂnm“

<)

dan fealy
! W% Defg
g Ty

d. ""'l“k'mnuknll Jrer
“

tiyn dukung

i T Kepianal;

T g
i T
' Inm.mlmmn dun evalupsi

2 L

My e
W PEDEOlnhian T /TPA tonl
T Rrpional,

r Han nfrastruktur dan saruna
llr T]lllhl- “F‘H"”"ll;

e, nlt*]ill-:.'-ilnhkml Prmelibor

el \
I pelolig TP

[, melaksanukan

PenYUSUnaD Iaparsn e

Ix‘r'III!}JJ"'lIIIiII'l
v awily 3k
waban pelaksanaan tupas dun fungsinya

kepada K

i Pala Unit Pelyk

. aksang Teknis, sesunl st
ying dllr*lnpk;m; | o

. melinks: . .
K lksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Unit Pelisksana Tekms, sesuai dengan hidang
tugas dan fungsinya;

h. meluksanukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Peluksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bagian Kesebelas

UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli

Pasal 21
Unit Pelaksana Teknis Pengelolann  Kualitas  Air Sungal

Belawan-Deli melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas

dalam mrnyflrnggnmkan urusan pemerintahan daerah di

pengawasan
n-Deli, serta pengawasan dan

bidang ketatausahaar, dan  pengelolaan

kualitas air sungai Belawa

pengelolaan air limbah.

Unit Pelaksana Teknis
n-Deli menyclengea
pembinaan,
isiplin pegawal pada lingkup Unit

Pengelolaan Kualitas Air Sungai

Belawa rakan fungsi :
a
bimbingan, arahan dan

penylapan prncgukun d

na Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai

Pelaksa
Belawan-[ yeli;
jraaan ptﬂnumpu]an. penyusunan, dan
’ prnjr'rlf"ﬁ#- referensi, sesuai ketentuan



Belawan-Delj,
ditﬂ[apkan;

penyelen .
krit:ria chiz:;::;:f:iﬁﬂn k(?HSEP standar, norma dan
1tas Air Sungaj ‘s
penyelenggaraan koordinasi d ng'al p——
Kualitas Air Sungai E?«*:l.an.nr:am-rﬂ.‘:n];m:lmEllmal ﬁngelai@
Perangkat Daerah, instans; E 'dcngan i
y 81 vertikal dan kabupaten/
kota, sesuai standar yang ditetapkan;
penyelenggaraan  pembinaan, pemantauan, evaluasi,
fasilitas, pelayanan dan pengendalian penyelenggaraan
Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, sesuai
standar yang ditetapkan;
penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan
penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, dan supervisi pelaksanaan
pemantauan kualitas air sungai Belawan-Deli;
penyelenggaraan penanggulangan pencemaran
(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)
sumber pencemar di sungai Belawan-Deli;
penyelenggaraan pemulihan pencemaran (pembersihan,

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) di sungai Belawan-

Deli;
penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan air limbah

yang masuk ke badan air sungai Belawan-Deli, sesuai

ketentuan yang ditetapkan;
ggaraan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
uasi sumber pencemar sungai Belawan-Deli;

a dan prasarana

penyelen

hasil eval
penyf.-lﬁnggaraan penyediaan saran .
pemantauan kualitas air sungai Eciawan-Sung"al;
pen}rﬂlenggaraa.n pengembangan dan pengkajian dalam

peningkatan kualitas air sungai Belawan -Deli;
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0. Pen}relenggaman —
cm
Ean

dmpak
pencemaran atgy . -
T

kondisi i i
disi, Potensi ¢ sistem  informasi

Pemberian peringatan akan

kepada masyarajqt. AN sungai Belawan-Deli

P. penyelen

= B8draan pemberian masukan kepada Kepal
n i )

as, sesuai tugas dan fungsinya;

q. penyelen ,
Din}f ggaraan tugas lain yang di berikan Kepala

48, sesuai tugas dan fungsinya;
I j

e et
peraturan perundang- undangan;
s. penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air
Sungai Belawan-Deli mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan

persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

b. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan dan
penyajian bahan / data referensi di bidang Pengelolaan

Kualiatas Air Sungai Belawan-Deli;
c. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program

atan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli,

kegi
ang-undangan;

sesuai ketentuan peraturan perund
d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan

standar, norma dan kriteria Pengelolaan Kualitas Air

Belawan-Deli, sesuai ketentuan peraturan

undangan;
akan pembinaan, pemantauan

e. menyelenggar ‘ : .
an Pengelolaan Kualitas Air Sungal

Sungal
perundang—

pcnyelenggarﬂ

Belawan-Deli, sesuai ketentuan peraturan perundang-
dangan; )

unden® gan dan pengkajian dalam

Jenggarakan pengemban .
r Sungal Belawan-Deli;

gkatan kualitas sumber daya
olaan Kualitas Air
gditetapka.n;

f. menyc .
ingkatan Kualitas At
f:lr:nggﬂ!ﬂkan penint
lingkungan Pengel

Sungai Belawa_ﬂ-Dcli. sesuai standar yan
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BRuraka
n x
Penyusunan i
aturan

air limbah- ias air ;
imbah; Sungai Belawan-Deli, dan

menyel
yelenggarakan Pengelolaan K

B . .
clawan-Delj; ualitas Air Sungai

menyelenggarakan
sesuai pengelolaan sistem jari i

ketentuan peraturan pery }annl e lintals
- menyelenggarakan pe e -

pr pengelolaan instalasi pengolahan ai

, lift station dan al o -
, peralatan mekani
elektrikal yang ada di dalamnya; i M
menyelenggarakan .
n
NG K pengelolaan  peralatan-peralatan
e jaringan pipa air limbah termasuk
ggunaan
. dan pengaturan personilnya, sesuai standar

vang ditetapkan;
: mfjnyelenggarakan penataan lingkungan dan memelihara
keindahan pada lokasi unit pengolahan air limbah
sesuai standar yang ditetapkan;
. menyelenggarakan pemeriksaan,  perawatan dan
perbaikan sarana dan prasarana yang dikelola instalasi

air limbah, sesuai standar yang di tetapkan;
penyelesaian permasalahan dalam

. menyelenggarakan
baik internal maupun

pengolahan air limbah

proses
eksternal sesuai standar yang di tetapkan;
_ menyelenggarakan pengkajian terhadap  peluang
pemasaran air limbah sesuai standar yang di tetapkan;
fasilitasi,

A menys]cnggﬂmkan pembinaan koordinasi,
pemamauanfmanitnring dan kebijakan di bidang atas
tas Air Sungai Belawan-Deli;

alitas
ggarakan evaluasi Pengelolaan Kualitas Air

sesual s
identifikasi penyelenggaraan

r Sungai Belawan-Deli dan Air

_ menyelen
tandar yang ditetapkan;

Sungai Bclawan-ﬂeli,
. mcnyelcngga:akan

pengelolaan Kualitas Al
Limbah;

Wlenggﬂrakaﬂ pcngumpulan dan pengolahan bahan

pcmmusan, pelaksanaan, koordinasi dan

kebijakan, dan supc:w'isi pelaksanaan

sinkronisast
an kualitas air sungai Belawan-Deli;

mern



ad.

bb.

CC.

dd.

(4) Untuk melaksanakan
sebagaimana di ma

Kepala
Sungai Belawa

-74.

menyelenggarakan

P Enallggulan
] : gan
{pcmhe nan informa si, pencemaran

pe ngiSDlaaian serta i
sumber pencemar di S el s penghentian)
¥

menyelenggarakan pemulihan
pencemaran

[pﬁmbt.':rmhan. remediasi, rehabilitasi dan restorasi) di
sungai Belawan-Deli;

r.ncn}"E:lﬂnggarakan pengawasan dan pengelolaan air
limbah yang masuk ke badan air sungai Belawan-Deli,
sesual ketentuan yang ditetapkan;

menyelenggaraan pelaksanaan pembinaan tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar sungai
Belawan-Dels;

menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas air sungai Belawan-Sungai,
menyelenggarakan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan kualitas air sungai Belawan -Deli;
menyelenggarakan pengembangan  sistem informasi
kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan sungai Belawan-Deli
kepada masyarakat;

menyelenggarakan pelayanan umum kepada satuan

kerja/instansi lain dan masyarakat;

menyelenggarakan penyusunan telanhan staf sebagai

bahan pengambil kebijakan, sesuai dengan bidang

tugasnya,

menyelenggard
Kerja Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

mﬂn}r::lcnggal‘ﬂkan tugas lain yang di berikan oleh Kepala

Dinas;

kan pemberian masukan kepada Satuan

mcnyclcnggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban

atas pel

peraturan perundang’
tugas, fungsi dan uraian tugas

aksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesual

undangan.

ksud pada ayat (1), avat (2) dan ayat (3),

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air

n-Deli dibantu oleh :

gub Bagian Tata Usaha;
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b. Seksi Pemantauan Kualitas Aj
r;

c. Seksi Pengemban
gan Data dan |

Pasal 22

(1) Kepala Sub Bag;
gian Tata Usaha mempunyai urai .
a. melak : s
sanakan pembinaan fasilitas
et 3 » lasilitasi, bimbingan dan
an penegakan disiplin kepad §
SRR 3 epada pegawai dan
jabatan fungsional pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

b. melaksanakan wurusan ketatausahaan keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan
dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan sub
bagian tata usaha;

d. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan
pendistribusian peralatan dan instrumen kantor Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan Kketentuan yang

berlaku;

e. melaksanakan penyusun
dalam penyelenggaraan ketatausahaan;

f. melaksanakan pcngknﬂrdinasian penyelenggaraan

program kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai

an standar, norma, dan krteria

standar yang ditetapkan;
melaksanakan fasilitasi
aupun eksternal Unit Pelak
pcngcndalian penyelenggaraan
sesuai standar yang

penyelenggaraan rapat-rapat

internal m sana Teknis;

h. melaksanakan
administrasi Unit Pelaksana Teknis,

ditetapkan;
nakan pembinaan dan
aksanaan dan kearsipan Unit

ketentuan  peraturan

i. melaksa pengr:lala.an naskah
1. e
kclcmbagaan kﬂtﬂtﬂ]

dinas,
Teknis, sesual

Pelaksana
penmdang—undangan;

melaksanakan fasilitasi
umum dan pelayanan minimal;

penyelanggaraan pelayanan
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: h llkiil :

tap-tinp Scksi
P Scksj andar yang ditetapkan:

» BUSU st

. melnksang
anakan pPengkoordinasian pembinaa lompo
n kelompok
sesuai

jabatan  fungsional

ke tentuan pPer

| aturan

e mmlung—umt:mg:m'
¥

m. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan O

keamanan kantor, sesuaj standar yang ditetapkan;
¥

n. melaksanakan  persiapan penyusunan telaahan staf

bidang Ketatausahaan untuk pengambilan
kebijakan;

dalam

0. melaksanakan penyusunan laporan diisi
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar
yang ditetapkan;

p. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Air mempunyai uraian
tugas :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program

kegiatan di bidang
sesuai ketentuan dan standar yang

Pengelolaan Kualitas Air Sungai

Belawan- D'E]-i-l
ditetapkan;

b. melaksanakan penyiapan
Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli;

konsep standar, norma dan

kriteria
c. melaksan . .
Kualitas Air Sungai Belawan-Deli dengan Satuan Kerja
Perangka

sesuai sta

akan koordinasi dan kerjasama Pengelolaan

t Daerah, instansi vertikal dan kabupaten/kota,

ndar yang ditetapkan;
kan pengumpulan dan pengolahan bahan

d. melaksand

perumusarn, pelaksanaan, koordinasi dan

penyiapan L
sinkronisasi kebijakan, dan supervisi pelaksanaan

pemantauan kualitas air sungai Belawan-Deli;
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melaksanakan
» Ban

informasi, peéncemaran (pemberian

pengisolasi
pencemar dj . Sty penghentian) sumbe
1 Sungaj BEIEWan_[)el-. r
melak L,
sanakan  pemulihan pence _
remediasi, rehabilitasi dan (pembersihan,
Deli;

restorasi) di sungai Belawan-

e
air sungai Belawan-Deli, sesuai
ketentuan yang ditetapkan;

h. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar sungai Belawan-Deli;

i. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas air sungai Belawan-Sungai;

j. melaksanakan pengelolaan instalasi pengolahan air
limbah, lift station dan peralatan mekanikal dan
elektrikal yang ada di dalamnya,

k. melaksanakan  pengelolaan

pembersih jaringan  pipa air
rsonilnya, sesuai standar

peralatan-peralatan
limbah termasuk

penggunaan dan pengaturan pe
yang ditetapkan;
. melaksanakan  P€
nitoring dan
Sungai Belawan-Deli;
laporan dan

mbinaan koordinasi, fasilitasi,

p:manmuanfmo kebijakan di bidang atas

Pengelolaan Kualitas Air

m. melaksanakan |
pcrtanggungjaWahan pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Kepala Unit Pelaksana

yang ditetapkan;
melaksanakan pem |
Kepala Unit pelaksana Teknis:

as dan fungsinya; .
- an tugas lain yang diberikan oleh Kepala

0. melaksanak : ‘ ’
Unit Pelaksana Teknis, sesuat dengan bidang tugas aan

fungsinya.
ormas
Kepala Seksi pengembangar Data dan Infi

Teknis, sesuai standar

berian masukan yang perlu kepada
sesuai dengan bidang

i mempunyal

P -
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kualitas air sungai B .
— pEmnde:an;t‘::-Dcm sesual  ketentuan

b. melaksanakan pen i
dan penyajian Zatj?:ai:nmn ngﬂl..ahan, D

, referensi pengawasan dan
pengelolaan air limbah yang masuk ke badan air sungai
Belawan-Deli, sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan;

c. melaksanakan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan kualitas air sungai Belawan -Deli;

d. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi,
potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan sungai Belawan-Deli
kepada masyarakat;

e. melaksanakan penyusunan ketentuan peraturan atas

pengelolaan kualitas air sungai Belawan-Deli, dan air

limbah;
f. melaksanakan pengkaji
air limbah sesuai standar yang di tetapkan;

melaksanakan penyusunan laporan dan
aan tugas dan fungsinya

Teknis, sesuai standar

an terhadap peluang pemasaran

pertanggungiawaban pelaksan
kepada Kepala Unit Pelaksana
yang ditetapkan;

h. melaksanakan pembe
sana Tekn

rian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelak is, sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bagian Keduabelas

UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik

pasal 23

knis Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Kepala Dinas dalam mendukung
daerah  dibidang

(1) Unit Pelaksana Te

pelaksanaan



kt“““"‘m”h“"”‘ PENBawusan gy,

il {luuleik.
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a.

ynit .
lm."}rnlunp,p,nrukun fungs;i - unbah

. penyelenggaraan pelaks
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VAT
Pengelolag g iir limbah imtul,
pelaksana Teknig Pengelolian
Cair Domestik
l“-nyt:lﬂ‘*ﬂi:!“mﬂ“ Pembinaan,

) N " ow " Hrﬂh = ] ‘
p{lncg‘lkﬂn disiplin - e li“gk; Unn Penypan
P Unit Peluksana
k;
pﬂnyelengguraun Pengumpulan Penyusunan d
' d i e
data/bahan dan referensi, sesuai s

Teknis Pengelolaan Limbah ok
mesti

nyajian

keten tuan
perundang-undangan; peraturan

penyelenggaraan penyusunan perencanaan d
an

2 i s
kegiatan di bidang Pengelolaan Limbah Cair Dumcsti:- ¥

penyelenggaraan perumusan  kebijakan  di

penyelenggaraan pengelolaan limbah cair domestik:
penyelenggaraan  pelaksanaan

bidang

kebijakan di  bidang
penyelenggaraan pengelolaan limbah cair domestik;
penyelenggaraan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan limbah
cair domestik;

penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan  penyelenggaraan pengelolaan  limbah cair
domestik;

penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanan urusan penyelenggaraan pengelolaan
limbah cair domestik;

penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pengelolaan limbah cair domestik;
penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan  IPAL
domestik komunal di kawasan pemukiman;

penyelenggaraan pengﬂpcrasian dan pemeliharaan IPAL

domestik  komunal sampai  dengan terbentuknya

institusi/lembaga pengelolaan IPAL domestik komunal;

penyelenggaraan Ppen gendali
domestik komunal;

an kualitas olahan air limbah

anaan administrasi Unit Pelaksana

Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
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prevtin by
van dalam Pengambilan kebijukun, sesund tupas

dan funpsinyy

P penyvelengg :
RN pembenan mnsukon kepada Kepala Dinas,

sesui tupas dan fungsinya;

q. penvelengy ' : ' '
11 R tugas lin vang dibenkan Kepola Dinas,
sest tugas dan fungsinya;

1‘* 3 ] 1 L = u 2 1 i
Repaln Unit Pelaksann Teknis  Penpelolnan - Limbah - Cair
Domestik mempunyai umian tagas
n. menvelenpearnkan pembinaan, bimbingan, aruhan

penyiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis Penpelolaan Limbah Cair Domestik;
b. menyelenggarnkan  pengumpulan,  penyusunan - dan

penyajinn  data/bahan dan referensi, sesuat  ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e, menvelenpearnkan penyustnan dan penctnpan perencanaan

e

dan program Kegiatan Pengelolann Limbah Cair Domestik;

d. menyelenpgamkan - perumusan kebijnkan  di bidang

penyelenggarman pengelolaan limbah cair domestik;

menyelengearmkan kebijukan  di bidang penyclenggarnan

pengelolaan limbah cair domestik;

f. menyelenggari
dan kriteria di bidung peny

kan penyusunan norma, stundar, prosedur,

clengpearaan pengelolaan limbah

cair domestik;

@ nu-nvrlrm'.!-l"mk““ koordinasi dan sinkronisusi peluksanaan

kebijakan prnyclrnmtrunn pengelolaan limbah  cair
domestik;

h. mcnyrtrng{umknn
atns  pelaksanan urusan - penyelenggaraan

pemberian  bimbingan  teknis  dan

ﬂuprruisi
pengelolaan limbah ca
i mrm-rl:-ngmmkun evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

r domestik;

pengelolaan limbah cair domestik;

j mﬂwrlrng;;umkun perencanaan  dan pembangunan  [PAL

domestik komunal di kawasan pemukiman;



. meny

dengan  terbentuknya

domestik komunal;

menvele
g ,nggaraka" Pengendalian kualitas olahan air limbah

. menyel
) Yyelenggarakan Pengumpulan, pengolahan, penyusunan
an i
penyajlan  data/bahan, referensi pengawasan dan
pengelolaan air limbah /limbah cair domestik yang masuk ke

ba : _
dan air, sesuai ketentuan peraturan perundangan-

undangan;

. menyelenggarakan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan pengelolaan limbah cair domestik;

. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi kondisi,
potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan akibat air limbah/limbah cair
domestik kepada masyarakat;

. menyelenggarakan pengembangan dan pengkajian dalam
penanganan pengelolaan limbah cair domestik;

L menyelengga:akan penyusunan ketentuan peraturan atas
pengelolaan limbah cair domestik;

menyelenggarakan identifikasi gejala dan perubahan air
limbah yang masuk ke badan air, sesuai ketentuan yang

ditetapkan;

menyc]enggarakan administrasi Unit Pelaksana Teknis

Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
ggamj-:a.n penycdiaa_n sarana dan pra =

menyelen

pengelolaan limbah cair domestik;

mcﬁ]enggarakan penyusunan bR . dis
B rtanggungja\abar atas pelaksanaan tugasnya, sesuai
standar yang ditetapkan;

elenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

eimigen Jal peogaartian, Lelijalan, oyl siges

dan fungsiny® |
_— n}relenggﬂl‘ﬂkan pemberian masukan kepada Kepala

e, actuil mges dan fungsinya;

__ yelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,
| esuai tugas dan fungsinya;
3
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(4) Untuk  melaksan

schagaimana dim “k;:" Ugas, fungsi dan uraian tugas

el i L A . .

K : "Maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
cpala Unit Pelaksang

Teknis Pe . hah .
Domestik dibantuy olep, - ngelolaan Lim Caur

a. Sub Bagian Tata Usaha;

- Seksi Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair Domestik;
dan

Seksi Pengem bangan Data dan Informasi.

Pasal 24

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan arahan
dan pencgakan disiplin kepada pegawai dan pemangku
jabatan fungsional pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;

b. melaksanakan urusan ketatausahaan keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan
rumah tangga Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

¢. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan sub
bagian tata usaha;

d. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan
pendistribusian peralatan dan instrumen kantor Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyusunan standar, norma, dan Kkrtena
dalam penyelenggaraan ketatausahaan;

f. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program
kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
ditetapkar,

g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat

internal maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis;

h. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan administrasi
Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan;

i mc!aj:smmkﬂﬂ pcmbinaan dan pengelolaan naskah dinas,
kelembagaan ketatalaksanaan dan kearsipan Unit Pelaksana

Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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mt'h-lkﬁ.-mukun fasilitns

I, melaksangl.:

o Ica:T Pengkoordinasian pembinaan kelompok
an lungsiony), Sesuai ketentuan
undangan:

jabat
peraturan perundang-

melaksanakan Pembinaan, pemeliharaan, penataan dan

keamanan kantor, sesyaj standar yang ditetapkan;

“'felaksa“"’kﬂ“ Persiapan penyusunan telaahan staf dalam

bidang ketatausahaan untuk pengambilan kebijakan;

0. melaksanakan penyusunan laporan dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
ditetapkan;

p. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair

Domestik mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan
arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan
pemangku jabatan fungsional pada lingkup Unit Pelaksana
Teknis;

b. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan di bidang Pengelolaan Limbah Cair Domestik,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. melaksanakan perumusan  kebijakan  di  bj —

penyelenggaraan o
d melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan

mbah cair domestik;

pengelolaan limbah cair domestik;

pengc!olaaﬂ li



domestik;

melaksan —

Kebi akan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
Penyelenggaraan  pengelolaan limbah cair

dcmf:stik;

. melak 1 i
sanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

atas
. Pelaksanan wrusan penyelenggaraan pengelolaan
limbah cair domestik;

- melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pengelolaan limbah cair domestik:

melaksanakan perencanaan dan pembangunan IPAL
domestik komunal di kawasan pemukiman;

melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan [IPAL
domestik  komunal sampai dengan terbentuknya
institusi/lembaga pengelolaan IPAL domestik komunal;

. melaksanakan pengendalian kualitas olahan air limbah
domestik komunal;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan
dan penyajian data/bahan, referensi pengawasan dan
pengelolaan air limbah/limbah cair domestik yang masuk
ke badan air, sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan;

_ melaksanakan pengembangan dan pengkajian dalam
peningkatan pengelolaan limbah cair domestik;

. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi,
dampak dan pemberian peringatan akan

pencemaran atau kerusakan akibat air limbah/limbah cair

domestik kepada masyarakat;

. melaksanakan pengembangan dan enpalioy i
penanganan pengelolaan limbah cair domestik;

sanakan penyusunan ketentuan peraturan atas

potensi

. melak +
pengelolaan limbah cair domestik;

laksanakan penyusunan laporan d

. me . an

rtanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
e * &

z da Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
epa

ditetapkan;
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-BS.

melaksanakan
Pembenan masukan yang perlu kepada

Kepala Unit Peluk
lksana Tekms, sesum dengan bidang Hogas
dan fungsimva; dan

melaksanak, ,
i tugas lun yang diberikan oleh kepala Umt

Peluksana Tek
X ckims,  se
. sesual dengan bidang tugas dan

fungsinva.

3) Kepala Scksi
(3) hepa kst Pengembangan Data dan Informasi mempunyil

urnan tugas :

a.

melaksan w
ksanakan  pengumpulan,  pengolahan, penyusunan
di -

i penvajan data/bahan, referensi pengelolaan limbah
ir domestik, sesuai ketentuan peraturan perundanpan
undangan,

melaksanakan  pengumpulan, pengolahan, penyusunan
dan penyapan data/bahan, referensi pengawasan dan
pengelolaan air imbah/limbah cair domestik yang masiik
ke badan aiwr, sesual ketentuan peraturan [x'r‘ur‘uiunp-:ill‘!-

undangan,

melaksanakan pengembangan dan pengkajan dulam

peningkatan pengelalaan limbah cair domestik,

melaksanakan pengembangan sistemn informasi  kondis,

potens dampak dan pembenan penngatan  akan

pencemarn atay kerusakan akibat mir hmbah/hmbah car

domestik kepada ma syarnkat;

melaksanakan pengembangan dan pengkajpan dalam

penanganan pengelolaan hmbah car domestik,

melaksanakan penyvusunan ketentuan  peraturan  atas

}:mm-rIann himbah caf domestik,

me laksanakan wdentifi
¢ hadan ar, sesual  ketentuan  yang

kaw gejala dan perubahan a limbsah

vang rrl.-l!-ll.k K
ditetapkan,

melaksanakan penyusunan baporan T

pﬂmhmmwanutun pelaksanaan  lugas dan  fungsinya
hrpﬂda Kr;ul.i Uit Pelaksana Tekmis, sesual standar yang

ditetapkail.
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(1)

(2)
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melaksanaka i
N pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Unit 3
.I. Pelaksana Teknis, sesuaj dengan bidang tu
dan fungsinya; dan e

melaksanakan )
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit

Pelaksana Tekni
5, sesuai den hid
fungsinya. gan bidang tugas dan

Bagian Ketigabelas
UPT Pengendalian Perubahan Ikli
Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Perubahan Iklim
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketatausahaan, perencanaan dan pemantauan perubahan
iklim dan pengembangan data dan informasi pengendalian
perubahan iklim.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Perubahan Iklim
menyelenggarakan fungsi :

a. penyclenggaraan pembinaan,
iplin pegawai pada lingkungan

bimbingan, arahan dan

penyiapan penegakan dis
Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Perubahan Iklim;

b.pcnyelengga:aan pengumpulan, penyusunarn, dan

penyajian data/bahan, referensi,

ran pemndang-undangan:
sunan perencanaan dan program

sesual ketentuan

per‘atu
G pcnyelmgga:aan penyu
kegiatan di bidang pengendalian Perubahan Iklim, sesuai

Kketentuan dan standar yang ditetapkan;

d.penyelen musan kebijakan di  bidang
enggaraan mitigasi,
penurunan dan penghapusan bahan

daya, inventarisasi gas

adaptasi, penurunan emisi gas

mobilisasi sumber
monitorng, pelaporan dan verifikasi
rta pengendalian kebakaran hutan dan
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e. penyelengpara; 4
peiiyeieheraraan  kebijukan di bidang penyclenggaraan

mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca,
pcmfljuml.n dan penghapusan bahan perusak ozon,
mnhl’llsa:m sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca,
monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim

serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

f. penyelenggaraan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi,
penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan
penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber
daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring,
pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta
pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

g. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan
emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan
bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya,
inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan
verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran
hutan dan lahan;

h.pemberian  bimbingan teknis dan supervisi atas

urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi,

pelaksanan
penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan
penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber

inventarisasi gas rumah kaca, monitoring,

daya,
dan verifikasi perubahan iklim serta

pelaporan
pengcndalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;

1. penyelenggma.n
peuyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas

rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan
perusak 0z0m, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas

rumah kaca,
perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan

lahan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

monitoring, pelaporan dan verifikasi



(3)
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J. penyelengparaan
penyiapan PenEUMpUlan dan pengolahan bahan
ru
. . IP'E musan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, 4 o
. » dan  supervisi pelaksanaan
pengendalian perubahan iklim:
k. penyelen oo
¥ ggaraan Penyediaan sarana dan prasarana
pengendalian perubahan iklim:
penyelenggaraan pengembangan sistem informasi kondisi,
potensi  dampak dan pemberian peringatan  akan
pencemaran atau kerusakan dari perubahan iklim kepada
masyarakat;

L

m. penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama dengan pihak
non pemernntah dan internasional;

n. penyelenggaraan  pelaksanaan  administrasi  Unit
Pelaksana Teknis Pengendalian Perubahan Iklim;

o. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

p. penyelenggaraan tugas lain vang di berikan Kepala Dinas,
sesuail tugas dan fungsinya;

q. penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan prima,
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Perubahan Iklim

mempunyai uraian tugas :
a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan
persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit
Pelaksana Teknis;

menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan, dan
penyajian data/bahan, referensi, di bidang pengendalian
perubahan iklim sesuai ketentuan peraturan perundang —

undangar,
menyclcnggamkaﬂ penetapan perencanaan dan program

kegiatan pengendalian perubahan iklim, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;



d. menyelenggarakan

-89

Perumusan  kebijukan di bidang

penyelenggara; itigasi
Bgaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas

r
mah  kaca, penurunan dan penghapusan bahan

perusak ozo ilisasi
N, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas

rumah ka itori
€4, monitoring, pelaporan dan verifikasi

lp;ilruhahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan
an;

- menyelenggarakan kebijakan di bidang penyelenggaraan
mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca,
penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon,
mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca,
monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim
serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

menyelenggarakan  penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi,
adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan
dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber
daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring,
pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta
pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan  penyelenggaraan mitigasi,
adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan
dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber
daya, inventarisasi gas rurnah  kaca, monitonng,

pelaporan  dan verifikasi perubahan iklim serta

penge:ndalian kebakaran hutan dan lahan;
. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan
atas pelaksanan urusan penyelenggaraan

nurunan emisi gas rumah kaca,

supervisi
mitigasi, adaptasi, pe

penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon,

mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca,
monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim

serta pengendalian xebakaran hutan dan lahan di daerah;
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menyelenggarnkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
penyelengearaan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas
rumah  kaca, penurunan  dan penghapusan bahan
perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas
rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi
perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan
lahan;

menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan
penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, dan supervisi pelaksanaan
pengendalian perubahan iklim;

. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana
pengendalian perubahan iklim;
menyelenggarakan pengembangan  sistem informasi
kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan dari perubahan iklim kepada

masyarakat;
. menyelenggarakan  kerjasama dengan pihak non
pemerintah dan internasional;
. menyelenggarakan pengembangan dan pengkajian dalam
penanganan perubahan iklim;
ran atas

. menyelenggarakan penyusunan ketentuan peratu

pengendalian perubahan iklim;
. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pengambil kebijakan, sesual dengan bidang

tugasnyd,

. menyelenggarak
Dinas, sesuai tu
_ menyelenggarakan tugas lain yang

Dinas;

an pembenan masukan kepada Kepala

gas dan fungsinya,
di berikan oleh Kepala

.rakan pelaporan dan pertanggungjawaban
aan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai
g-undangan.

. menyelen
atas pelaksan

peraturan perundan
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(1)

i melaksanakan pembin

-g] .
Untuk melak
e :'anakan tugas, fungsi dan wuraian tugas
4 dim
aksud Pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Kepala Unit Pelaksan
aT : :
dibantu oleh : cknis Pengendalian Perubahan Iklim

a.Sub Bagian Tata Usaha:

b.Seksi Pere
? €rencanaan dan Pemantauan Perubahan Iklim; dan
c.Seksi Pengembangan Data dan Informasi

Pasal 26
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan

arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan
pemangku jabatan fungsional pada lingkup Unit Pelaksana
Teknis;

b. melaksanakan  urusan  ketatausahaan  keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan
rumah tangga Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan sub
bagian tata usaha,;

d. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan
pendistribusian peralatan dan instrumen kantor Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan penyusunan standar, norma, dan krteria
dalam penyelenggaraan ketatausahaan;

f. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program
kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
ditetapkan;

g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat

internal maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis;

h. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan administrasi
Unit Pelaksana T eknis, sesuai standar yang ditetapkan,;
aan dan pengelolaan naskah dinas,

kelembagaan ketatalaksanaan dan kearsipan Unit

Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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'I'Ilt"l-“k.‘{!“.'l“kl" i
LR TY 51
Silitgs 1 ]“-“Y'-'-Iii”m"'ll"l
B il Araan pelayanan umum

.melaksanakan Penpkoordingsi
ds1an

tip Scksi, sesuaj sy PEnyusunan laporan tiap-

andar yang di
1. melaksanak: £ diletapkan;

mn  pe 5 e
jubal ; pengkoordinasian pembinaan kelompok
Jabatan fungsional, sesyaj ketentuan

undangan; peraturan perundang-

m. melaksan; mbi
aksanakan pembinaan, pemeliharaan, penat &
; nataan dan

keamanan kantor, sesuaj standar yang ditetapkan;

aks: iz '

: sanakan persiapan penyusunan telaahan staf dalam
bidang Ketatausahaan untuk pengambilan kebijakan;

o. melaksanakan penyusunan

n. mel

| laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya

k%:pada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
ditetapkan;

p. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit
Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemantauan Perubahan Iklim
mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan di bidang pengendalian perubahan iklim, sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan;

b. melaksanakan  perumusan kebijakan di  bidang
penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas

ca, penurunan dan penghapusan bahan perusak
sasi sumber daya, inventarisasi gas rumah

rumah ka
ozon, mobili

kaca, mﬂﬂitﬂﬁng: pelapuran dan VEI'iﬁkﬂSl pembahan iklim

serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

¢. melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan
purunan emisi gas rumah kaca,

ghapusan bahan perusak ozon,
inventarisasi gas rumah kaca,

mitigasi, adaptasi, P€
penurunan dan pen
mobilisasi sumber daya,
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monitorin *
B pelaporan dan verifikasi perubah
rubahan iklim serta

pengendalian kebak
dkaran hutan dan |a
ahan;

., me
laksanakan Penyusunan norma
]

kriteria di standar, prosedur, dan

bi

e :;rfg penyelenggaraan mitigasi, adaptasi,
G 181 gas rumah kaca, penurunan dan
j 'p san .bah&n perusak ozon, mobilisasi sumber
aya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan
dan verifikasi perubahan iklim serta Pelﬂgfﬂdaﬁan
kebakaran hutan dan lahan;

-mﬂlfikﬁﬂllﬂkﬂn koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kﬁ?ﬂ:ﬂkﬂﬂ penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan
emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan
perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas
rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi
perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan
lahan;

' melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanan urusan penyelenggaraan mitigasi,
adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan

dan penghapusan bahan
daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan

dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di daerah;

perusak ozon, mobilisasi sumber

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
adaptasi, penurunan emisi gas

rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak
ber daya, inventarisasi gas rumah

kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim
serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

. melaksanakan penyediaan
pengendalian perubahan iklim;

rjasama dengan pihak non

_melaksanakan

penyelenggaraan mitigasi,

ozon, mobilisasi sum

sarana dan  prasarana

i melaksanakan ke pemetintes)
dan intemasinna];

yusunan telaahan staf seba '
i dengan bidang tugasnya,

pengambil kebijakan, sesual
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elaksana Teknis i
ditetapkan; » Sesuai standar yang

1. melaksanakan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Unit
Pelaksana Teknis,

sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi mempunyai
uraian tugas :

a. melaksanakan pPengumpulan dan pengolahan bahan
penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi  kebijakan, dan supervisi pelaksanaan
pengendalian perubahan iklim;

b. melaksanakan pengembangan sistern informasi kondisi,
potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan dari perubahan iklim kepada
masyarakat;

c. melaksanakan pengembangan dan pengkajian dalam
penanganan perubahan iklim;

d. melaksanakan penyusunan ketentuan peraturan atas
pengendalian perubahan iklim;

e. melaksanakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang
ditetapkan;

{ melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya; dan

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit

. melak
’ sesuai dengan bidang tugas dan

Pelaksana Teknis,
fungsinya.
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Bagian Keempatbelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
dapat dibentuk Kelompok .Jabatan Fungsional yang
mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-

masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB Il
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

(2)

(3)

(4)

Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Seksi dan Kepala Sub

Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi,
dan sinkronisasi baik intern maupun antar
gas dan

integrasi,

simplikasi,
Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesual tu
mekanisme yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan
pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan

tugas karena sesuatu hal, Gekretaris melaksanakan tugas-

tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Apabila Sekretars Dinas berhalangan melaksanakan

karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas

tugasnya
memenuhi persyaratan

menghunjuk pejabat yang telah
untuk melaksanakan tugas Sekretaris;



- 08 .

(5) Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam akan
tugasnya karena sesuaty ha] Kepala Di S

. ' Inas
pejabat  yang telah memenuhi

melaksanakan tugas Kepala Bidang;

menghunjuk
persyaratan untuk

e e, s sonuaue

Usaha melaksanakan tu | Kepak'l Ry
‘ gas-tugas Unit Pelaksana Teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala
Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena
sesuatu hal, Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Kepala Bidang
menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan
untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan/atau Kepala Seksi;

(8) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna, dalam
hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing
pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya
kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat
bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 29

Untuk kepentingan koordinasi pengendalian surat menyurat

maka :

a. Surat Dinas yang akan d
melalui paraf koordinasi,
Sekretaris Daerah.

t Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus

ub Bagian/Kepala

itandatangani oleh Gubernur harus
Asisten Sekretaris Daerah dan

b. Sura
melalui paraf penangglmawab Kepala S
Seksi, Sekretaris dan Kepala Bidang.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

pada saat Peraturan Gubemnur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur:

a. Nomor 7 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Nomor 7);

b. Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010 Nomor 31);

c. Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan

Kualitas Air Sungai Belawan Deli, Pusat Kajian Ekologi

Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba pada

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 32);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3 Mei 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Jiundangkan di Medan

sada tanggal 5 Mei 2017
JEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
HASBAN RITONGA

|
'3ERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA U

-

lalipgr Beblidi Dengan Aslinya,

1hine {1V /a)
NIP.196097229 199103 1 006

TARA TAHUN 2017 NOMOR 33



